
 

 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  46  TAHUN 2017 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14  

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  

KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (5) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan 

Berbasis  Akrual,  telah  ditetapkan  Peraturan  Bupati 

Demak  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 64 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Demak;    

 

b. bahwa dalam  pelaksanaan  Peraturan Bupati  Demak 

Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Kebijakan  Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 

tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Demak masih terdapat kendala dikarenakan 

belum diaturnya mengenai masa manfaat aset lainnya, 

sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 

perlu diubah; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud   

dalam   huruf   a   dan   huruf   b,   perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  

Bupati Demak Nomor  14  Tahun  2014  tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak; 

 

 

TENTANG 



Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   1950   tentang 

Pembentukan    Daerah-Daerah    Kabupaten    Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3850); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Akuntasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

 

 

 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 

 

 

 

 

 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 

10); 

21. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 14) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak 

Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 64); 

 

 

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 dari 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 

52B/LHP/BPK/XVIII.SMG/ 05/2017 tanggal 22 Mei 2017; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2014 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN DEMAK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal I 

Ketentuan  dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 

2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Perubahan  atas  Peraturan Bupati  Demak Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 

2016 Nomor 64) pada Kebijakan Akuntansi Aset, meliputi 

huruf C Aset Non Lancar angka 4 Aset Lainnya, diubah 

dengan rincian perubahan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 14 September 2017 

 

BUPATI DEMAK, 

 

          TTD 

                                                              HM. NATSIR 

 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 15 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

SINGGIH SETYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 46 

      

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KA BPKPAD  



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 46 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 

14 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN DEMAK 

 

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA 

 

C. ASET NONLANCAR 

4. ASET LAINNYA 

a. Definisi Aset Lainnya 

1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset 

tetap dan dana cadangan. 

2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah : 

a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; 

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; 

d) Aset Tidak Berwujud; dan 

e) Aset Lain-lain. 

3) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran 

kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan 

angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan 

kendaraan dinas. 

4) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah: 

a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun 

atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan 

kerjasama/kemitraan. 

b) Bangun, Guna, Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT), 

adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain 

dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut 

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain  tersebut 

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk 

selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut 

fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang 

setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS. 

c) Bangun, Serah, Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) 

adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain 

dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut 

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan 

kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh 

pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang 

disepakati. 



d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang 

Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 

dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak 

dan sumber pembiayaan lainnya. 

e) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana 

Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan 

perjanjian kerjasama/kemitraan. 

5) Aset tidak berwujud  adalah aset nonkeuangan yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki 

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau 

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan 

intelektual. 

6) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah: 

a. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas 

akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai 

buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas 

berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi 

peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku 

kekayaan bersih perusahaan. 

b. Hak Paten/Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya 

diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual 

atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang 

dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu 

dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset 

tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk 

memanfaatkannya.  

c. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima 

atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat 

hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau 

perusahaan lain. 

d. Software. Software Komputer yang masuk dalam kategori Aset 

Tidak  Berwujud adalah software yang bukan merupakan 

bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi 

software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.  

e. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak 

Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian 

pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu 

Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam 

jangka waktu dan syarat tertentu. 

f. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka 

panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang 

memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang 

akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. 

g. Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak  

Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset 

Tidak  Berwujud yang ada. 

 

 

 



h. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan 

pengembangan suatu Aset Tidak  Berwujud yang diperoleh 

secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi 

satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya 

melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka 

atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka 

pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan 

harus diakui sebagai Aset Tidak  Berwujud dalam Pengerjaan 

(intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan 

selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak  

Berwujud yang bersangkutan. 

7) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk 

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke 

dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, 

usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang 

menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, 

penghibahan, penyertaan modal) 

8) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun 

Standar (BAS). 

b. Pengakuan Aset Lainnya 

1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya 

dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

2) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan 

rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada 

pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian 

(MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara 

Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan 

rumah, kendaraan dinas dan lain-lain. 

3) Tuntutan Ganti Rugi   diakui  bila telah memenuhi kriteria: 

a) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab 

Mutlak (SKTJM); atau 

b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian 

Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan 

Ganti Rugi. 

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat: 

a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian 

kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset 

dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan. 

b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana 

berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui 

pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana 

berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 

digunakan/dioperasikan. 

c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya 

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset 

yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada 

Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai. 

 



d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset 

kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas 

fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang 

dan/atau Pengguna Barang. 

e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya 

kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya 

perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan 

dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status 

penggunaannya oleh Pengelola Barang. 

g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset 

Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah 

berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status 

penggunaannya oleh Pengelola Barang. 

5) Aset Tidak  Berwujud diakui pada saat: 

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa 

potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak  Berwujud tersebut 

akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan 

6) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari 

penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalan aset 

lain-lain 

c. Pengukuran Aset Lainnya 

1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar 

nilai wajar pada saat perolehan. 

2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan 

nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang 

bersangkutan. 

3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai 

nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 

atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 

Sementara (SKP2K) 

4) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

dinilai berdasarkan: 

a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan 

dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai 

aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat 

pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, 

dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. 

b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam 

Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan 

Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana 

yang diterima ini sebagai kewajiban. 

c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah 

setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status 

penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau 

sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih 

yang paling objektif atau paling berdaya uji. 

 

 



5) Aset Tidak  Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga 

yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak  

Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak  Berwujud 

tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa 

datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan 

mengalir masuk kedalam entitas tersebut.  

6) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak  Berwujud dengan pembelian 

terdiri dari: 

a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah 

dikurangi dengan potongan harga dan rabat; 

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut 

dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung 

adalah: 

(1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut 

dapat digunakan; 

(2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset 

tersebut dapat digunakan; 

(3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat 

berfungsi secara baik. 

7) Pengukuran Aset Tidak  Berwujud yang diperoleh secara internal 

adalah: 

a) Aset Tidak  Berwujud dari kegiatan pengembangan yang 

memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan 

yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria 

pengakuan. 

b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah 

diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai 

bagian dari harga perolehan Aset Tidak  Berwujud di kemudian 

hari. 

c) Aset Tidak  Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan 

software komputer, maka pengeluaran yang dapat 

dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan 

aplikasi.  

8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak  

Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat 

disajikan sebesar nilai wajar. 

9) Nilai minimal untuk dapat diakui dan diukur sebagai Aset Tidak 

Berwujud adalah sebesar Rp 20.000.000,00 

10) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan 

aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut 

nilai tercatatnya. 

11) Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan 

mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.  

12) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling 

lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain 

menurut ketentuan perundang-undangan. 



d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya 

1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok 

Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan 

maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan 

dengan kebutuhan daerah,  misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan 

Angsuran menurut debitur. 

3) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah,  misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi 

menurut nama pegawai. 

4) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan 

Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah,  misalnya klasifikasi 

kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya. 

5) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian 

dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan 

Keuangan atas Aset Tidak  Berwujud antara lain sebagai berikut : 

a) Masa manfaat dan metode amortisasi; 

b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset 

Tidak  Berwujud; 

c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan 

akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak  

Berwujud. 

6) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan 

diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu 

diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan 

dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang 

dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. 

e. Amortisasi Aset Lainnya 

1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap 

dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.  

2) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak  

Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.  

3) Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir 

tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau 

pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. 

4) Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis 

lurus. 

5) Masa manfaat aset tidak berwujud dikategorikan sebagai berikut : 

a. Masa manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan 

tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang 

paten. 

b. Masa manfaat tak terbatas, yaitu untuk merk dagang, goodwill, 

abadi waralaba dan lain sebagainya. Aset dalam kategori ini 

tidak diamortisasi. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi


6) Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun 

“Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset 

lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan 

dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”. 
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NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KA BPKPAD  


